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Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua
Om Swastyastu
Salom
Namo Buddhaya dan 
Salam Kebajikan 

Buku Teknis Menghitung Ruang Terbuka Publik Di Perkotaan merupakan haril dari pemikiran terhadap kebutuhan penjelasan
dan contoh bagi calon planner dan planner muda yang belum bisa memahami tata cara penyediaan dan pemanfaatan RTH
di perkotaan. Banyak sekalai para calon planner atau planner muda salah kaprah dalam memahani pengertian RTH public
dan pemanfaatnnya. Hal ini menyebabkan adanya permasalahan dalam perhitungan capaian persentase minimal luasan
RTH public yang harus disediakan di perkotaan di Indonesia. Khusus untuk pembahasan Perkotan dalam buku ini adalah
perkotaan dalam lingkup kabupaten maupun kota (Daerah Tingkat II), seperti yang dimaksudkan dalam PERATURAN MENTERI
PEKERJAAN UMUM NOMOR: 05/PRT/M/2008 TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA
HIJAU DI KAWASAN PERKOTAAN
Di Indonesia dalam ranah praktik Perencanaan (Wilayah dan Kota) lebih cenderung menggunakan model Perencanaan
normatif (Normative Planning). Pada Model ini perencana harus melakukan praktik perencanaan sesuai cara yang telah
ditentukan. Hal ini di pertegas dalam Pasal 6 PP 21 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang berbunyi
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan
dalam bentuk digital dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat. Terkait dengan penyediaan dan
pemanfaatan Ruang Terbuka Publik ini, standar yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat ada di PERATURAN MENTERI
PEKERJAAN UMUM NOMOR: 05/PRT/M/2008 TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA
HIJAU DI KAWASAN PERKOTAAN
Buku ini ditulis untuk pedoman praktek perencanaan penyediaan RTH public bagi Mahasiswa PWK dan Praktisi Muda Ahli
Perencana Ruang Wilayah dan Kota. Hal ini dimaksudkan agar-praktek-praktek perencanaan RTH dan pemanfaatannya
akan mampu menghasilkan Produk Aturan yang bisa diterapkan (meningkatkan kinerja Pengaturan) agar fungsi dan tujuan
Pengaturan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang dapat berjalan untuk:
a. mewujudkan ketertiban dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang; 
b. memberikan kepastian hukum bagi seluruh Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab

serta hak dan kewajibannya dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan 
c. mewujudkan keadilan bagi seluruh Pemangku Kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang. 
Seperti pepatah, tak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan penyusunan buku monograf Teknis Perhitungan RTH 
Publik di Perkotaan. Penulis berharap adanya masukan dan saran untk perbaikan ke depan. Sumbahan ide, saran dan kritik
bisa disampaikan ke jkautsary@gamail.com atau ke rahmanhanun2@gmail.com.
Wasalamualaikum warahmotulohi wabarokatuh
Salom
Om santi-santi
Namo budhaya
Salam kebajikan
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LATAR BELAKANG
Ruang terbuka hijau di perkotaan memiliki peran yang sangat penting secara ekologis. RTH mampu menciptakan penehug
dan sekaligus menciptakan iklim mikro yang lebih dingin/mengurangi efek panas lingkungan terbangun di kota-kota negara
tropis (Kautsary, Rahman, & Safira, n.d.)). RTH di perkotaan, selaian itu juga bisa memberikan bermacam manfaat dan efek
yang sangat besar pada penciptaan tingkat kenyamanan di perkotaan. RTH merupakan komponen penting agar kota
menjadi lebih nyaman dari tekanan lingkungan, polusi (udara dan suara) serta kemacetan lalu lintas (Abu Kasim, Yusof, &
Zulhaidi Mohd Shafri, 2019).

Penyediaan dan pemanfaatn Ruang terbuka Hijau publik di perkotaan di Indonesia masih menjadi isu yang sangat sulit
dipenihi, meskipun prasatar minimal sering kali dijadikan prasayat untuk penilaian kinerja pelayanan bisang penataan ruang,
penilaian untuk lomba ADIPURA ataupun penilaian untuk Kota Layak Huni. RTH belum menjadi hal yang seksi dari kaca mata
politik, seningga seringkali upaya pemenuhan luasan RTH public minimal 20% juga masih menjasi anak tiri dalam
penganggran di Daerah.

Permasalahan penyediaan dan pemanfaatan RTH sangat komplek. Permasalahan ini dimulai dari adanya kesalahan
pemikirian tentang pentingnya RTH bagi keberlanjutan perkotaan. Pemikiriran bahwa RTH basih bukan hal seksi dalam
pemikiran politik, menjadikan upaya pemenuhan RTH bisa di otak-otaik sesuai kebutuhnan (asal syarat dokumen ADIPURA
terpenuhi. Otak-atik ini dimulai dengan penentuan luasan perkotaan, yang dilakukan sesuai kebutuhan perhitungan capaian
RTH. Permasalah selanjutnya adalah ketidak pahaman menghitung penyediaan RTH public yang nilainya 20% dari luas
Perkotaan. Padahal dalam PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 05/PRT/M/2008 TENTANG PEDOMAN
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN PERKOTAAN sudah terdapat penjelasan rinci,
yang bisa dilengkapi sesuai kebutuhan perhitungan.

Buku ini mencoba menyajikan cara-cara yang mudah dipahami dalam perhitungan penyediaan dan pemanfaatan RTH
secara rinci. Perhitungan RTH dalam buku ini, tidak sebatas besaran 20% luas perkotaan yang saat ini dijadikan dasar bagi
para peneliti, penulis dan kabupaten kota dalam menghitung besaran RTH. Hal baru yang akan diperkenalkan dalam buku ini
akan dimulai dengan penentuan luasan perkotaan dan pertihutungan rincian dari angka 20% luasan RTH publiik. Rincian ini
kan menyangkut jenis RTH dan besaran prosentasenya.

RUMUSAN PERMSALAHAN

Permasalah yang melatar belakangi penusunan buku ini:
1. kesalahan-kesalahan cara pendeliniasi/penetapan luasan perkotaan atau bahkan belum ditetapkan oleh

kabupaten kota karena ketidak tahuan atau karena kepentiangan liannya;
2. Kesalahan-kesalahan perhitungan penyediaan RTH yang hanya sebatas mengikuti amanat Undang-undang

Penataan Ruang dengan pemahaman 30% dari luas perkotaan, dan teridi dari 10% RTH privat dan 20% RTH
publik, tanpa menngatahui dasar perhitungannya
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